
 

MENTERI KEUANGAN  

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 

NOMOR 403/KMK.06/2013  

 

TENTANG 

 PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN 

BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti kegiatan penertiban Barang Milik Negara 

pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 

13 Tahun 2009, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga ; 

    b. bahwa dalam perkembangannya, masih terdapat sejumlah 

permasalahan hasil penertiban Barang Milik Negara yang belum dapat 
diselesaikan sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak 
Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian 

Negara/Lembaga, dan memerlukan adanya kebijakan yang harus 
ditempuh dalam upaya tindak lanjut penyelesaiannya; 

    c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, perlu mengatur kembali 

pedoman pelaksanaan hasil penertiban Barang Milik Negara pada 
Kementerian/Lembaga yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara Pada 
Kementerian Negara/Lembaga; 

    d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 
Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian/Lembaga; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);  

    2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, 

dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2006/6TAHUN2006PP.htm
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    3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban 
Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2009; 

    4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam 

Rangka Penertiban Barang Milik Negara; 

                  

MEMUTUSKAN: 

                  

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA. 

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban 

Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

KEDUA : Tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus sudah diusulkan kepada 
Pengelola Barang oleh Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa 

paling lambat tanggal 31 Desember 2015, kecuali menyangkut Barang 
Milik Negara dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa. 

KETIGA : Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri ini, 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim Pemantauan 
Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada 
Kementerian/Lembaga. 

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini merupakan tindak lanjut hasil penertiban Barang 

Milik Negara yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. 

KELIMA : Dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik 

Negara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan 

dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu usulan tindak lanjut hasil 
penertiban Barang Milik Negara yang diajukan oleh Pengguna Barang 
atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pengelola Barang. 

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: 

    1. tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara yang belum selesai 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, 
dilanjutkan penyelesaiannya mengikuti ketentuan dalam Keputusan 
Menteri ini; 

    2. tindak lanjut hasil penertiban Barang Milik Negara yang telah selesai 

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil 

Penertiban Barang Milik Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, 
dinyatakan tetap berlaku. 

    3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik 

Negara Pada Kementerian Negara/ Lembaga, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 

berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2013. 

      

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/109~PMK.06~2009Per.htm


    Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

    1. Presiden Republik Indonesia; 

    2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

    3. Para Ketua/Kepala/Pimpinan Lembaga; 

    4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 

    5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan 

para Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan; 

    6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

    7. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan; 

    8. Para Direktur/Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara. 

        

                Ditetapkan di Jakarta 

                pada tanggal 21 November 2013 

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA, 

                  

                                                        ttd. 

                  

                                     MUHAMAD CHATIB BASRI 

                  

                  

                Lampiran....................................................  

Distribusi II 
 

 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2013/403~KMK.06~2013Keplamp.pdf


 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

 


